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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
Dewasa ini semakin dirasakan pentingnya pemanfaatan 

teknologi info menjadi wahana buat layanan isu bagi warga 

guna mendukung penyelenggaraan program pemerintah. 

Pemerintah bagaimanapun tidak bisa mengecualikan 

keberadaan teknologi info karena teknologi berita artinya 

sarana yang paling efektif buat menyampaikan atau 

mensosialisasikan kebijakan - kebijakan pemerintah dalam 

aneka macam bidang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini telah 

memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek 

kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Era baru 

dalam dunia pendidikan sangat berkaitan erat dengan 

kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal ini tampak 

dalam penggunaan teknologi informasi dalam proses 

pendidikan. Peningkatan kinerja pendidikan di masa yang 

akan datang memerlukan teknologi informasi yang tidak 

hanya sebagai pendukung keberhasilan pendidikan namun 

sebagai faktor utama dalam mendukung dunia pendidikan 

sehingga mampu bersaing di pasar global. Berdasarkan 

pengetahuan yang telah diperoleh, lembaga pendidikan telah 

memunculkan konsep dan strategi baru dalam memberikan 
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layanan pada pengguna jasa pendidikan yang kemudian 

diterapkan dalam praktik oleh beberapa lembaga pendidikan 

yang mempunyai peluang untuk memanfaatkan konsep dan 

strategi tersebut (Eti et. al., 2006). 

Kehidupan ketika ini nyaris tak tanggal dari teknologi, 

hampir pada seluruh lini menggunakannya, baik dalam hal 

pengetahuan, ekonomi, budaya dimanjakan dengan 

teknologi. berasal yang umumnya mengerjakan sesuatu 

memakai alat tradisional sekarang telah menggunakannya 

menggunakan banyak sekali macam teknologi mirip 

teknologi personal komputer dan sebagainya Penggunaan 

teknologi informasi adalah untuk meningkatkan kemajuan 

pendidikan dengan mengikuti era teknologi yang semakin 

maju saat ini sesuai dengan pendapat Sarlito W. Sarwono, 

menyatakan bahwa Maju dan berkembangnya peradaban 

dunia juga mempengaruhi alat pendukungnya, diantaranya 

adalah teknologi komunikasi yang penggunaannya sebagai 

alat bantu untuk memproses dan mentransfer perangkat data 

informasi yang dibutuhkan, teknologi komunikasi pula 

sebagai sebab masuknya norma dan nilai baru dari luar yang 

pada gilirannya norma dan nilai baru ini masuk ke dalam 

lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat (Sarlito, 

2010). 

Abad yang ke 21 ini berbagai perkembangan-

perkembangan baik pada hal pendidikan, pemerintahan, 

ekonomi, maupun teknologi. tidak perlu diragukan lagi, 

kemajuan teknologi membentuk kita semakin simpel buat 

berkomunikasi menggunakan orang lain. tidak ada batasan 

daerah antara satu dengan yang lain. warga hampir pada 
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seluruh global memanfaatkan teknologi yang terdapat, mulai 

dari handphone, laptop, netbook dan gadget-gadget lainnya. 

pada pada gadget itu pun warga (konsumen) sudah 

dimanjakan dengan software-aplikasi yang sangat canggih, 

mau tidak mau para pengguna pun harus mengikuti 

perkembangan dan dengan sendirinya terpengaruh serta 

akhirnya memakai aplikasi tersebut. 

Kemajuan teknologi informasi dan pemahaman 

masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. 

Didalam pemerintahan salah satu aspek penunjang 

keberhasilan bekerja dalam menjalankan proyek selalu 

didukung dengan kecanggihan teknologi. Perkembangan 

teknologi juga menuntut sektor-sektor yang ada termasuk 

dalam sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah 

termasuk di Indonesia. Pemerintahan Indonesia sendiri sudah 

mulai melakukan perubahan dengan adanya perkembangan 

teknologi canggih, sehingga dapat menciptakan model baru 

dalam pelayanan publik, dimana pelayanan publik tersebut 

menciptakan pelayanan dengan melalui aplikasi dan web 

browser. Pemerintah Indonesia telah menggencarkan prinsip 

Dilan “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan 

public (Agus, 2020).  

Standar pelayanan dalam era pemanfaatan komputer 

dalam berbagai bidang semakin luas, sehingga sistem 

informasi pun menjadi suatu kebutuhan untuk 

mempermudah, mempercepat dalam menghasilkan 

informasi bagi masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi 

pokok permsalahan pemerintah untuk meningkatkan 

pelayaan publik, dengan memberikan layanan baru berbasis 
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teknologi kepada masyarakat melalui teknologi informasi 

baik dalam bentuk gambar, teks, grafik dan suara Ilmu 

Pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya 

perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, 

termasuk penyelenggaraan pemerintah. Pembentukan daerah 

pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di 

tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus 

memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan 

pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, 

pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat 

lain yang memungkinkan daerah itu dapat 

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya 

daerah dan diberikannya otonomi daerah (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah). 

Pelayanan Publik ialah segala bentuk aktivitas 

pelayanan awam yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah dan lingkungan badan perjuangan milik 

negara atau wilayah, barang atau jasa baik dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat juga dalam rangka 

pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan Smart Netizen ialah software atau acara 

yang dipergunakan pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai 

pelayanan administrasi Kelurahan buat kebutuhan-

kebutuhan berupa pembuatan kartu keluarga (KK), Kartu 

pertanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Software ini 

diresmikan pada April 2018. 
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BAB  II 

PELAYANAN PUBLIK 

 
 

A. Definisi Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan publik menjadi hal yang paling utama dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa 

dan pelayanan administratif. Penyelenggara pelayanan 

publik dalam memenuhi kebutuhan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan/atau administratitf, 

harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Hayat (2019) Pelayanan adalah pemberian hak 

kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. Pelayan mempunyai makna melayani 

orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah 

memberikan pelayanan/pengabdian secara profesional dan 

proporsional.  

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari 

capaian pemerintah yang mengkehendaki terwujudnya yang 

mandiri dan sejahtera (Kusumadinata & Fitriah, 2017). 

Menurut American Marketting Association, seperti yang 

dikutip oleh Donald dalam Hardiyansyah (2011) Pelayanan 

(service) merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya 

tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan 
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sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan 

dengan suatu produksi fisik.  

Menurut Lewis dan Gilman (2005) Pelayanan publik 

adalah kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan dan 

peratuan-peratuan yang berlaku. Dalam mewujudkan 

tercapainya pemerintahan yang baik perlu kepercayaan yang 

kuat dari masyarakat. 

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1982) adalah cara melayani, jasa, atau kemudahan yang 

diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau 

jasa.Menurut Hodges pelayanan berasal dari kata melayani, 

yang berarti orang yang pekerjaannya melayani kepentingan 

dan kemauan orang lain (Sutarto, 1988). 

Selanjutnya Menurut Sinambela dalam Kepmenpan 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, dikatakan bahwa pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan. Beberapa unsur yang terkandung 

dalam pengertian pelayanan yaitu (Sinambela, 2006) : 

a. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu badan lembaga atau aparat pemerintah maupun 

swasta.  

b. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) 

berdasarkan kebutuhannya.  

c. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau 

jasa.  
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d. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam 

pelaksanaannya. 

Menurut Mahmudi (2007) prosedur pelayanan wajib 

dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan publik untuk 

menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh 

penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima 

layanan merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan 

tersebut. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan 

sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari 

harapan publik. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul 

kesenjangan harapan  yang tinggi. 

Menurut Komaruddin (1993) bahwa pelayanan adalah 

alat-alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud atau 

prestasi yang dilakukan atau dikorbankan untuk memuaskan 

permintaan dan kebutuhan konsumen. Lebih jauh 

dikemukakan oleh Daviddow dan Uttal bahwa pelayanan 

merupakan usaha apa saja yang mempertingi kepuasan 

pelanggan (Sampara et. al., 2001). Pelayanan adalah usaha 

pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik 

berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat 

mengatasi masalahnya sendiri. Lanjut Moenir menjelaskan 

bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 2005). 

Adapun Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (Service) 

dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain (Kotler, 2003). 

Pelayanan atau lebih dikenal dengan service dapat 

diklasifikasikan menjadi :  
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a) High contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa 

dimana kontak antara konsumen dan penyedia jasa yang 

sangat tinggi, konsumen selalu terlibat dalam proses dari 

layanan jasa tersebut.  

b) Low contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana 

kontak antara konsumen dengan penyedia jasa tidak 

terlalu tinggi. Physical contact dengan konsumen hanya 

terjadi di front desk adalah termasuk dalam klasifikasi low 

contact service. Contohnya adalah lembaga keuangan. 
 

Moenir (1992) membagi pelayanan secara umum 

menjadi dua jenis utama, yaitu : 

a) Layanan fisik, yang sifatnya pribadi sebagai manusia.  

b) Layanan administratif, yang diberikan oleh orang lain 

selaku anggota organisasi.  
 

Menurut Moenir (1992) mengatakan bahwa pelayaan 

umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak 

terlepas dari 3 macam yaitu :  

a) Layanan secara lisan Layanan secara lisan dilakukan oleh 

petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang 

informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

memberikan penjelsasan dan keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan agar setiap layanan berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan. Maka perlu diperhatikan 

syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, 

yakni dengan memahami benar masalah yang termasuk 

dalam bidang tugasnya, mampu memberikan penjelasan 

tentang apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi 

cukup jelas sehingga memuaskan pelayanan.  
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b) Layanan melalui tulisan Merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya 

dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya, pada 

umumnya layanan melalui tulisan cukup efisien bagi 

layanan jarak jauh karena faktor biaya agar layanan 

dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 

dilayani perlu diperhatikan faktor kecepatan baik dalam 

pengolahan masalah-masalah maupun proses 

penyelesaiannya.  

c) Layanan dengan perbuatan Pada umumnya layanan 

dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas 

tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian 

dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan 

terhadap hasil pekerjaan. 
 

Menurut Cahyono (2008), pelayanan umum lahir karena 

adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah 

tujuan, melainkan 10 suatu proses untuk mencapai sasaran 

tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Batinggi dalam 

Cahyono (2008) mengemukakan bahwa pelayanan terdiri dari 

empat faktor, yaitu: 

a) Sistem, prosedur, dan metode.  

b) Personel, terutama ditekankan pada perilaku aparat.  

c) Sarana dan prasarana.  

d) Masyarakat sebagi pelanggan. 
 

Dari uraian para pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan publik adalah hal yang paling urgent dalam 

sebuah lembaga pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan baik. 
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Tjiptono (2004) mengemukakan ada empat aspek dalam 

pelayanan yakni : 

a) Intangibility, atau tidak memiliki wujud.  

b) Inseparibility, atau bersifat dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian dipakai dan diproduksi secara bersamaan.  

c) Variability, atau memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, 

dan jenis.  

d) Perishability, atau merupakan komoditas.  
 

Zeithaml (1990) mengemukakan bahwa baik atau 

tidaknya pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar dimensi 

kualitas pelayanan, seperti: 

a) Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

komunikasi;  

b) Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;  

c) Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen 

bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan; 

d) Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan 

ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan 

pelayanan;  

e) Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap 

terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan 

kontak atau hubungan pribadi;  

f) Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat;  

g) Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari 

berbagai bahaya dan resiko;  
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h) Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak 

dan pendekatan;  

i) Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk 

mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, 

sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan 

informasi baru kepada masyarakat;  

j) Understanding the customer, melakukan segala usaha 

untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 
 

2. Pengertian Pelayanan Publik 

Pemerintahan negara pada hakikatnya 

menyelenggarakan dua jenis fungsi utama dalam teori ilmu 

administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan dikaitkan 

dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum 

(legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan 

hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare 

state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan 

menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan 

pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah 

tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas 

bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Sondang, 

2001). 

Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan 

yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang 

diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan 

sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, 

menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa 

dari satu pihak kepada pihak lain (Poerwadarminta, 1999). 
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Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-

sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada 

kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada 

masyarakat lemah dan kecil.Administrator lebih menekankan 

pada mendahulukan kepentinganmasyarakat/umumdan 

memberikan service kepada masyarakatketimbang 

kepentingan sendiri (Thoha, 1991). 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Ratminto et. al., 2007). 

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik 

dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani 

keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai 

dengan aturan kepuasan kepada penerima pelayanan. 

Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab 1 Pasal 1 ayat 

2 UU No. 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh 

pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun 
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pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 

kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas 

bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak 

swasta (Santosa, 2008). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan baik di 

pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan. 
 

B. Azaz, Prinsip, dan Standar Pelayanan Publik 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya 

adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan 

itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional. 

Berikut adalah beberapa azas-azas dalam pelayanan publik 

(Sinambela, 2008): (a) Transparansi; (b) Akuntabilitas; (c) 

Kondisional; (d) Partisipatif; (e) Kesamaan Hak; dan (f) 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai 

prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung 

jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut 

keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain 

adalah: (a) Kesederhanaan; (b) Kejelasan; (c) Kepastian waktu; 

(d) Akurasi; (e) Keamanan; (f) Tanggung jawab; (g) 

Kelengkapan sarana dan prasarana; (h) Kemudahan akses; (i) 
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Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan (j) 

Kenyamanan. 

Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan. “Standar pelayanan 

merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 

penerima pelayanan”. Kep. MENPAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 meliputi: 

a) Prosedur pelayanan, Prosedur pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 

b) Waktu penyelesaian, Waktu penyelesaian yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian termasuk pengaduan. 

c) Biaya pelayanan, Biaya/tarif pelayanan termasuk 

rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 

pelayanan. 

d) Produk pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima 

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

e) Sarana dan prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, Kompetensi 

petugas pemberi pelayanan haru ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan. 
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Azas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut diatas 

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai 

indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi 

penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar 

dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat 

bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan 

masyarakat. 

 

C. Jenis Pelayanan Publik 

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan 

adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-

macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang 

dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan 

MENPAN No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan 

umum atau publik antara lain:  

a) Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan 

atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. 

b) Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh 

publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga 

listrik, air bersih dan sebagainya. 

c) Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya 
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pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggara 

transportasi, pos dan sebagainya. 

 

D. Tujuan Pelayanan Publik 

Masyarakat yang menerima pelayanan dengan baik 

adalah tujuan utama pelayanan publik, jika pelayanananya 

baik, masyarakat yang menerima pelayanan akan merasa 

puas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain: 

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 

seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik 

yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 

dan korporasi yang baik; 

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan  

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 
 

Kendala dan tantangan masih menjadi masalah yang 

dialami dalam mencapai tujuan pelayanan publik.  Safroni 

(2012) mengemukakan 4 (empat) kendala yang dihadapi di 

Indonesia dalam pembangunan pelayanan publik, yaitu: 

1. Politik, Persoalan politik masih menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam menjalankan proses pemerintahan. 

2. Lemahnya Penggunaan Teknologi, Peningkatkan 

efektivitas dan efiesiensi dalam pelayanan publik 
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dibutuhkan penggunaan teknologi informasi dengan 

baik. 

3. Rekrutmen Pegawai, Rekrutmen pegawai yang tidak 

efektif akan memberikan gerak tidak seimbang dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Reward dan Punisment, Salah satu lemahnya dalam 

pelayanan publik adalah masih belum meratanya reward 

yang diterima Aparatur pelayanan publik yang 

berprestasi. 

 

E. Optimalisasi Pelayanan Publik 

1. Kepemimpinan (leadership), Kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang 

dapat mempengaruhi orang lain. Penggerak utama 

dalam organisasi adalah pemimpin. Kewenangan 

organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin 

menjadi kunci utama keberhasilan maupun kegagalan 

dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin tidak 

hanya sebagai mengambil kebijakan dalam organisasi, 

tetapi harus menjadi agent of change dan pelaku dalam 

organisasi (Hayat, 2014). Pemimpin yang harus 

dimiliki antara lain keterampilan konseptual, 

kemanusiaan, administrasi dan teknis. Ada 10 

(sepuluh) tahapan yang harus dilakukan oleh 

pemimpin perubahan, (Dessler, 2010:304-305), sebagai 

berikut: 

a. Membangun rasa tentang pentingnya rasa 

perubahan. Setiap perubahan dimulai dari 
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orientasi yang ingin dicapai, terutama konsepsi 

dari seorang pemimpin; 

b. Melakukan mobilisasi komitmen melalui 

diagnosis persoalan. Langkah selanjutnya dalam 

melakukan perubahan adalah melakukan 

indentifikasi persoalan yang akan timbul jika 

perubahan dilakukan; 

c. Menciptakan koalisi terarah. Untuk melakukan 

perubahan secara komprehensif, tidak bisa 

dilakukan secara mandiri atau sendirian; 

d. Mengembangkan visi bersama. Perubahan tidak 

serta merta dilakukan begitu saja, atau oleh siapa 

saja; 

e. Mengomunikasikan visi. Visi organisasi harus 

dikomunikasikan secara intens kepada seluruh 

lapisan organisasi; 

f. Membantu pegawai dalam melakukan 

perubahan, pola kerja sama tidak hanya berlaku 

pada aspek pencapaian tujuan organisasi; 

g. Membangkitkan pemenang jangka pendek; 

h. Mengkonsolidasikan pencapaian dan penghasilan 

lebih banyak perubahan; 

i. Menerapkan cara baru. Perubahan dalam 

organisasi, tentunya komunikasi dan koordinasi 

kepada pemimpin sangat penting; 

j. Mengawasi kemajuan dan penyesuaian terhadap 

visi sesuai dengan kebutuhan. 

2. Budaya Organisasi (Organizational Culture), Budaya 

organisasi yang dibangun di dalam organisasi itu 
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sendiri akan menghasilkan pelayanan publik yang 

baik. Budaya organisasi bukanlah struktur yang 

membingkai organisasi, tetapi kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan organisasi dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya. Dalam membentuk karakter organisasi 

yang baik dibutuhkan budaya organisasi yang 

dibangun dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang 

ada. Karakter budaya kerja organisasi seperti disiplin, 

tertib, sopan, akuntabel, transparan, dan professional. 

Budaya organisasi berkaitan pula dengan etika kerja 

yang harus dijunjung tinggi dapat dilaksanakan 

sebaik-baiknya. 

3. Faktor Kelembagaan, Faktor kelembagaan sangat 

berpengaruh untuk kualitas pelayanan publik. 

Sumber daya aparatur yang berada di dalam sebuah 

lembaga akan menjadi bagian penting untuk proses 

pelayanan, tetapi pengaturan dan penerapan standar 

pelayanan yang diberikan secara legal formal oleh 

lembaga atau organisasi. Faktor yang menyangkut 

kewenangan dan organisasi adalah faktor 

kelembagaan. Kewenangan dari sebuah lembaga 

dapat diartikan sebagai pengendali proses pelayanan 

yang diberikan. Aparatur adalah pelaksana teknis 

yang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

dan fungsinya yang melekat pada dirinya, tetapi yang 

mempunyai wewenanglah yang dapat 

mempengaruhi perubahan atau perbaikan pelayanan 

itu sendiri, (LAN,2010). 
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4. Tata Kerja (Standar Operating Procedural), Standar 

operasional prosedur (SOP) adalah rel bagi organisasi 

dalam menjalankan seluruh aspek kegiatan 

keorganisasian.  Pelayanan publik akan menjadi lebih 

baik jika terdapat di dalamnya SOP. SOP menjadi 

bagian terpenting untuk mengetahui seperti apa 

manajemen dan pelayanan yang dilakukan dan 

diberikan kepada penerima pelayanan. 

5. Standar Pelayanan, Aspek dalam pelayanan publik 

yang tidak bisa diabaikan adalah standar pelayanan. 

Standar pelayanan meliputi standar waktu 

penyelesaian, standar biaya, persyaratan, prosedur, 

dan dasar hukum pelayanan, (LAN, 2010). Standar 

pelayanan adalah bentuk konkret dari akuntabilitas, 

harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah 

dipenuhi, dan rasional. Sebagai barometer tercapainya 

tujuan tujuan pelayanan publik yang baik adalah 

adanya standarisasi dari pelayanan yang diberikan, 

seperti ukuran minimal atau standar pelayanan 

minimal. 

6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Sebagai bentuk 

penguatan terhadap aspek pelayanan publik dan 

bentuk kerja sama yang baik antara masyarakat 

dengan pemerintah, pengaduan masyarakat harus 

difasilitasi secara baik dan transparan. Pengelolaan 

pengaduan masyarakat bisa melalui online (SMS dan 

Website) yang difasilitasi oleh pemerintah. Hasil yang 

diharapkan dari pengelolaan pengaduan masyarakat 

tidak hanya tersedianya fasilitas pengaduan itu 
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sendiri, tetapi tindak lanjut dan respons harus 

dilakukan, agar apa yang dijadikan sebagai keluhan 

atau saran maupun kritik tidak hanya menjadi 

formalitas belaka, tetapi dengan tindakan konkret 

untuk perbaikan dalam perubahan lebih baik. 

7. Pengendalian dan Evaluasi, Setiap pelayanan yang 

diberikan harus terus dilakukan evaluasi dan monitor. 

Dalam penyelenggaraan pelayanaan publik harus 

mempunyai terobosan dan inovasi untuk menjadi 

sebuah solusi dengan alternatif yang efektif dan 

efisien.   

8. Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana 

merupakan bagian yang sangat penting dalam 

memberikan pelayanan seperti gedung dan tata ruang 

yang memadai untuk kenyamanan bagi masyakarat 

dalam menerima pelayanan. Selain itu, akan diberikan 

tempat khusus bagi masyarakat yang berkebutuhan 

khusus seperti cacat.  

9. Penggunaan Teknologi Informasi, Penggunaan 

teknologi pelayanan publik merupaka sebuah 

keharusan dan keniscayaan, apalagi sudah memasuki 

era industri 4.0 dimana akan banyak menggunakan 

teknologi informasi. Penggunaan teknologi dapat 

membantu menyelesaikan berbagai tugas 

administrasi, bagi aparatur juga dapat mengatur dan 

menglola dengan mudah data base maupun 

administratif.  

10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan 

dalam instansi pemerintahan yang paling utama 
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adalah Sumber daya manusia. Kompetensi dan 

kualitas sumber daya manusia menjadi indicator 

utaman dalam pemberian pelayanan yang baik. 
 

F. Konsep Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan 

bagi penyelenggaraan Negara untuk memberikn pelayanan 

secara optimal dan maksimal. Masyarakat dalam menerima 

pelayanan yang maksimal dan optimal akan menjadi rujukan 

yang baik. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan jika pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 UU No. 25/2009 menyebutkan, bahwa ruang 

lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang 

publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: 

a) Pelayanan publik dalam aspek barang, tercantum dalam 

pasal 5 ayat (3), yaitu meliputi: 

1) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah; 

2) Pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang 

dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagai atau seluruhnya bersumber 

dari kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang 

dipisahkan;  
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3) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha 

yang modal pendiriannya sebagian atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya 

menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam 

peraturaan perundang-undangan. 

b) Pelayanan publik dalam aspek jasa, diatur dalam ayat (4), 

yaitu: 

1) Penyediaan jasa publik oleh instansi Pemerintah yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 

2) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang 

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan; 

3) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

atau badan usaha yang modal pendiriaannya sebagai 

atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 

ketersediaannya menjadi misi negara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

c) Pelayanan publik dalam aspek administratifnya, diatur 

dalam ayat (7), yaitu: 



 

24 | Aplikasi Smart Nitizen Pelayanan Humas  

1) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan peundang-

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda warga negara; 

2) Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah 

yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan serta diterapkan 

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. 
 

Ketiga aspek pelayanan publik tersebut di atas harus 

diselenggarakan secara optimal dan berlualitas oleh 

pemerintah dalam rangka menjalankan amanah masyarakat 

dalam penerimaan terhadap pelayanan publik untuk 

pemenuhan kepentingan masyarakat.  

Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik menjadi 

pengaturan yang ketat dalam melakukan sistem pelayanan. 

Pelayanan publik yang berkualitas bisa diupayakan dengan 

memberlakukan sistem pelayanan yang mengutamakan 

kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan.   

Kualitas pelayanan publik yang diberikan secara optimal 

akan dapat mempengaruhi tercapainya reformasi birokrasi 

dan Good Governance. 

G. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas adalah suatu Upaya pemerintah untuk 

memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat 

penting untuk dilakukan.Pelayanan publik harus 

memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-

sungguh karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat 
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pada setiap aparatur pemerintah.Tingkat kualitas kinerja 

pelayanan publik memiliki dampak yang luas dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya 

penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara 

terus menerus dan berkelanjutan dan dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di 

daerah. Garvin mengatakan bahwa kualitas adalah kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia 

atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Dengan demikian mutu adalah kondisi dinamis yang 

bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik, lebih murah, 

lebih cepat, lengkap dan tuntas. Dengan kata lain jika suatu 

produk, jasa atau proses yang dihasilkan tidak memenuhi 

harapan pelanggan berarti produk, jasa atau proses itu 

kurang bermutu. Maka pelayanan kepada pelanggan 

dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. Sejalan dengan itu dikatakan pula bahwa 

pengertian mutu dapat diartikan sebagai hasil kinerja untuk 

suatu proses pekerjaan yang sesuai standar sebagaimana 

diharapkan oleh pelanggan (Nasution, 2001). Istilah kualitas 

menurut Crosby merupakan Conformance to Requirement, yaitu 

sesuai dengan yang di syaratkan atau di standarkan. Suatu 

produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen atas suatu produk (Nasution, 2001). 

Menurut Deming kualitas adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan sepenuhnya. Suatu produk dikatakan berkualitas 

apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya pada 
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konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen atas suatu produk. 

Dalam pandangan lain, Tjiptono (1996) mengemukakan 

konsep kualitas sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk 

yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian yang 

memuaskan konsumen. Tjiptono (1997) berpendapat bahwa 

keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari 

keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan harapan konsumen sebab 

kepuasan konsumen sangat tergantung pada kualitas suatu 

produk serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pengelolanya. Selain itu menurutnya, pada prinsipnya 

konsep kualitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk 

dan dimensi hubungan antara produk dan pemakai. 

Dimensi produk memandang kualitas barang dan jasa 

dari perspektif derajat konformitas dengan spesifikasinya, 

yaitu yang memandang kualitas dari sosok yang dapat 

dilihat, kasat mata, dan dapat diidentifikasikan melalui 

pemeriksaan dan pengamatan. Sedangkan perspektif 

hubungan antara produk dan pemakai merupakan suatu 

karakteristik lingkungan di mana kualitas produk adalah 

dinamis, sehingga produk harus disesuaikan dengan tuntutan 

perubahan dari pemakai produk. Untuk menjamin kualitas 

barang dan jasa yang cacat tidak dijual, namun kalau masih 

memungkinkan akan dilakukan perbaikan.Dari pengertian 

tersebut, kualitas mengandung elemen-elemen yang meliputi 

usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang 

mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, 

serta merupakan kondisi yang selalu berubah. 
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Eduarson menyatakan bahwa kualitas lebih 

menekankan aspek kepuasan pelanggan dan 

pendapatan.Kualitas memiliki hubungan erat dengan 

kepuasan pelanggan.Kepuasan memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang 

kuat dengan perusahaan.Dalam jangka panjang ikatan seperti 

ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan 

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. 

Menurut Wyekof kualitas jasa atau pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Dengan kata lain ada 2 faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa atau pelayanan yaitu pelayanan 

yang diharapkan, dan pelayanan yang dipersepsikan. Dengan 

memiliki kualitas pelayanan yang baik maka pada akhirnya 

timbul kesesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja 

yang dirasakan.Layanan yang baik menjadi dambaan setiap 

orang yang berurusan dengan badan / instansi yang bertugas 

melayani masyarakat. 

Menurut Sianipar (1999) kualitas pelayanan difokuskan 

kepada cara penyerahan dan pada saat penggunaan 

sejauhmana dapat memenuhi ketentuanketentuan dasar 

desain atau kesepakatan serta waktu pemeliharaan dan 

perbaikan. Kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketetapan pengabdiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Christoper mengatakan pelayanan pelanggan 

(masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan) yang 

berkesinambungan antara waktu pemesanan dan waktu 
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barang dan jasa diterima, digunakan dengan tujuan 

memuaskan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. 

Moenir (2000) mengatakan bahwa pelayanan adalah kunci 

keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Dalam hal ini perannya akan lebih besar dan 

bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa 

di masyarakat terdapat kompetisi atau persaingan dalam 

usaha merebut pelanggan (Sutopo, 2002). 

Menurut Granroos ada 6 (enam) kriteria untuk menilai 

kualitas pelayanan yang baik, yaitu :  

1) Profesionalisme dan Ketrampilan. Para pelanggan 

menyadari bahwa pemberi pelayanan dan para petugas 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah secara profesionalisme.  

2) Sikap dan Perilaku Para pelanggan merasakan bahwa 

para petugas pelayanan memperhatikan dan tertarik 

untuk memecahkan masalah secara spontan dan ramah.  

3) Aksesibilitas dan Fleksibilitas Para pelanggan merasakan 

bahwa pemberi pelayanan, lokasinya, waktu, kegiatan 

para pegawai dan sistem operasionalnya dirancang dan 

beroperasi dengan baik, sehingga mudah memiliki akses 

kepada konsumen, dan kesemuanya dipersiapkan agar 

sesuai dengan permintaan dan keinginan pelanggan.  

4) Reliabilitas dan Kepercayaan Para pelanggan mengetahui 

bahwa mereka mempercayai pemberi pelayanan, para 

petugas pelayanan akan menepati janjinya dan 

melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati.  

5) Perbaikan Para pelanggan menyadari apabila ada 

kesalahan, dan terjadi hal-hal tidak diperhitungkan 
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sebelumnya, maka pihak pemberi pelayanan akan segera 

mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan.  

6) Reputasi dan Kredibilitas Para pelanggan percaya bahwa 

kegiatankegiatan yang dilakukan para pemberi 

pelayanan dapat dipercaya dan berusaha memiliki kinerja 

yang baik. 
 

Jika suatu organisasi ingin berkualitas, maka apa yang 

ingin dilakukan oleh sebuah organisasi perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan anggota organisasinya dan masyarakat 

luas sebagai pengguna jasa. Apa yang menjadi tujuan, minat, 

dari karyawan dan apa yang masyarakat inginkan seharusnya 

merupakan feedback pada sebuah organisasi. Kualitas 

menurut Kottler harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan hal ini berarti bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, melainkan sudut pandang atau 

persepsi pelanggan.Pelangganlah yang mengkonsumsi dan 

menikmati jasa perusahaan sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa (Tjiptono, 1997). 

Kualitas Pelayanan merupakan penilaian atas sejauh mana 

suatu jasa sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan atau 

disampaikan, Lebih lanjut mengatakan bahwa kualitas diukur 

melalui penelitian konsumen mengenai persepsi pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan sebuah organisasi. Kualitas 

pelayanan adalah salah satu indikator dalam mengukur 

efektifitas kinerja organisasi baik swasta maupun publik. 

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan atau sesuai 

dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. 
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Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan 

dan keinginan dengan kenyataan. Dan Hakekat dari 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Secara eksplisit, Sianipar (1999) menjelaskan bahwa 

pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu 

bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur 

pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan 

yang berlaku. Widodo (2001) mengartikan pelayanan publik 

sebagai pemberian layanan keperluan masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan48. 

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang 

dimaksud di sini adalah pemerintah. Jadi pelayanan publik 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai 

pemerintah, khususnya instansi yang bertanggung jawab 

terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Widodo, sebagai 

perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan 
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oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka 

dalam memberikan layanan publik seharusnya:  

1) Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.  

2) Mendapat pelayanan yang wajar.  

3) Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.  

4) Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. 
 

Hakikat kualitas pelayanan publik menurut Kepmen 

PAN No. 63 tahun 2003 adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang berasaskan pada (Juliantara, 2005): 

1) Tranparansi, atau memiliki sifat keterbukaan.  

2) Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan.  

3) Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk 

memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.  

4) Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta 

masyarakat.  

5) Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif. 

6) Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak 

pemberi layanan dan pihak penerima layanan.  
 

Apapun pelayanan kepada masyarakat tentunya telah 

ada suatu ketetapan tata laksananya, prosedur dan 

kewenangan sehingga penerima pelayanan puas apa yang 

telah diterimanya. Sehubungan dengan itu pelayanan kepada 

masyarakat harus mempunyai makna mutu pelayanan yang :  

1) Memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan 

prosedur yang ditetapkan untuk penyelesaian setiap 

tugas dalam pemberian pelayanan.  

2) Memuaskan pelanggan artinya bahwa setiap keinginan 

orang yang menerima pelayanan merasa puas, 

berkualitas dan tepat waktu dan biaya terjangkau.  
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Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus 

memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai 

jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 

pemberi dan atau penarima pelayanan. Standar pelayanan 

publik, sekurang-kurangnya meliputi :  

1) Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk 

dengan pengaduan.  

2) Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.  

3) Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4) Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

5) Sarana dan prasarana, yang memadai.  

6) Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan. 
 

H. Peningkatan Pelayanan Publik 

Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli 

pelayanan publik sebagai regulator (rule government) harus 

mengubah pola pikir dan kinerja penyelenggaranya, 

disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu 

memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan 

masyarakat. Untuk terwujudnya Good Governance, dalam 

menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga 

harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan 
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masyarakat, mendapatkan akses pelayanan publik 

berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, 

akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum (Depdagri-

LAN, 2007). 

Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik 

perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan 

kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia 

yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula 

terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara 

umum (Saefullah, 2008). Pada prinsipnya, setiap pelayanan 

publik harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya sesuai 

dengan keinginan masyarakat. 

Pemerintah sudah seharusnya menganut paradigma 

berorientasi pada kepentingan masyarakat (customer driven) 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, 

mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi 

paradigma tersebut secara sistematik, sehingga terwujud 

pelayanan publik yang berkualitas (Ibrahim, 2008). Pelayanan 

publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat disamping sebagai abdi negara serta untuk 

mensejahterakan masyarakat dari suatu negara kesejahteraan. 

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi 

suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan 

masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari 

empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha, 2001). Hal 

ini menjadikan masyarakat semakin sadar akan apa yang 

menjadi hak dan kewajiban, semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 
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pemerintah dan semakin kritis dan berani untuk melakukan 

kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

Dalam kondisi masyarakat yang digambarkan diatas, 

birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik 

yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, 

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus 

dapat membangun kualitas manusia dalam arti 

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk 

secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendy, 

2001). Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan prinsip 

equity, artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan 

secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang 

status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga 

masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-

pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 

unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) 

pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur 

kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau 

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur 

ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima 

oleh penerima layanan (pelanggan) (Hardiansyah, 2011). 

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

memiliki posisi kuat sebagai regulator (pembuat aturan) dan 

sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda 

bersikap statis dalam memberikan layanan, karena 

layanannya memang dibutuhkan berkepentingan. Unsur 

kedua adalah orang, masyarakat atau organisasi yang 

berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima 
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layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak 

dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga 

tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang 

baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi 

dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra 

pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya 

dianggap saling menguntungkan. Unsur ketiga adalah 

kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan 

pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan 

(pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan 

publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan 

dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja manajemen pemerintah daerah (Hardiansyah, 2011) 

Peningkatan pelayanan publik tidak akan sejalan 

dengan tujuan apabila tidak ikut campur tangan partisipasi 

masyarakat. Menurut Marschall tujuan dari partisipasi publik 

adalah pada dasarnya untuk mengkomunikasikan dan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana 

juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan (Marschall, 

2004). Oleh karenanya penyelenggara pelayanan publik 

haruslah mendapat partisipasi dari masyarakat. Konsep 

partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang 

diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal 

mentaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, 

kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat juga 

berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung 

proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sebuah peningkatan pelayanan selalu memiliki kualitas 

pelayanan yang telah menjadi isu penting dalam penyediaan 
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layanan publik di Indonesia. Kesan buruknya pelayanan 

publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada 

institusi penyedia layanan di Indonesia. Selama ini pelayanan 

publik selalu identik dengan kelambanan, ketidak adilan, dan 

biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan dimana 

perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan 

tidak mencerminkan jiwa pelayanan yang baik. Kualitas 

pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Oleh karenanya kualitas pelayanan berhubungan 

dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan pelanggan. 

Pelayanan merupakan salah satu alat pemuas 

kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. 

Salah satu yang membedakannya dengan barang adalah 

sebagai suatu produk yang intangible, pelayanan memiliki 

dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat tangible. 

Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses 

interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen 

(Gasperz, 2001). 
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BAB  III 

TEKNOLOGI PELAYANAN  

PUBLIK & SMART GOVERNMENT 

 

A. Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelayanan 

Publik 

1. Pengertian Teknologi  

Perkembangan teknologi di Era sekarang ini sangat 

pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh 

dengan mudahnya bahkan informasi menjadi salah satu 

kebutuhan pokok disamping kebutuhan akan sandang, 

pangan dan papan. Pemanfaatan teknologi informasi 

memiliki dampak positif seperti mempermudah komunikasi 

jarak jauh, mempermudah memperoleh informasi, 

mempermudah pekerjaan manusia. Hampir semua aktivitas 

organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi teknologi 

informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai 

perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi 

dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat 

lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan 

telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi 

dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk 

menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka 

pengambilan keputusan (Maharsi, 2000).  

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

telah menjadi pendukung utama untuk memperoleh 
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informasi dengan cara mudah dan cepat, terlebih lagi dengan 

adanya internet. Internet merupakan jaringan komputer 

global yang menghubungkan dunia dalam satu jaringan. 

Internet dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Internet juga dapat digunakan dalam 

pencarian data atau informasi sehingga mempermudah 

jalannya aliran informasi dan komunikasi yang dibutuhkan 

oleh khalayak umum (Handita et. al., 2011). Informasi yang 

disajikan merupakan informasi yang akurat dan dari sumber 

yang terpercaya. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

informasi juga relatif cepat. Berdasarkan perkembangan 

teknologi ini maka banyak bermunculan Website yang 

menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Website adalah fasilitas hypertex untuk menampilkan 

data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data 

multimedia lainnya yang saling berhubungan satu sama 

lainnya. Website harus dapat memberikan kemudahan bagi 

pengguna dalam mencari sebuah informasi (Baco et. al., 2012). 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang 

terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. 

Sebuah Website biasanya dibangun atas banyak halaman yang 

saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman Website 

dengan halaman Website lainnya disebut dengan hiperlink, 

sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut 

hypertext (Sovia & Febio, 2011). Dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi, banyak manfaat yang dapat 

diperoleh dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Salah satu 

contoh yang banyak ditemui dengan memanfaatkan Website 
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adalah toko online atau online shop. Dengan menggunakan 

Website seseorang tidak perlu menyewa kios untuk tempat 

berjualan, cukup dengan memposting barang ke dalam 

Website maka semua orang dapat mengakses dan melihat 

barang yang diposting. Hal ini memudahkan penjual maupun 

pembeli dari segi waktu. Pembeli tidak perlu datang ke toko 

tetapi langsung dapat diakses dari mana saja dan kapan pun 

selama terhubung dengan internet. 
 

2. Pengertian Informasi 

Sistem Informasi adalah jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan/ bekerjasama untuk 

melakukan suatu kegiatan guna menyelesaikan suatu 

masalah yang memiliki manfaat atau nilai guna bagi orang 

yang membutuhkannya. 

Menurut Yakub (2012) Sistem informasi (information 

sistem) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

sumber daya data yang mengumpulkan, dan menyebarkan 

informasi dalam sebuah organisasi. 

Sistem informasi adalah kesatuan sistem terdiri atas 

orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber 

daya data yang mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan 

informasi dalam sebuah perusahaan. (Indrayani, 2009).  

Menurut Maimunah et. al. (2012) menjelaskan bahwa 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah 

bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya, dan bermanfaat 

dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Sutabri (2012) 

mengemukakan bahwa Sistem informasi adalah suatu sistem 
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di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 

organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-

laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi yaitu kesatuan sistem yang bertujuan untuk 

menghasilkan informasi dan sebuah sistem yang terdiri dari 

pengumpulan, pemasukan, pemrosesan data, penyimpanan, 

pengolahan, pengendalian, dan pelaporan sehingga tercapai 

sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan 

didalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan 

tujuannya. 

Sistem informasi memiliki beberapa karakteristik 

seperti: 

a) Komponen (componens) terdiri dari sejumlah yang saling 

berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

b) Batas Sistem (boundary) merupakan daerah yang 

membatasi suatu sistem dengan sistem lainnya dengan 

lingkungan luarnya.  

c) Lingukungan luar sistem (environments) adalah apapun 

diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi 

sistem.  

d) Penghubung (interface) merupakan media penghubung 

antara sub sistem, yang memungkinkan sumber-sumber 

daya mengalir dari suatu subsistem ke sub sistem lainnya.  

e) Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke 

dalam sistem, yang dapat berupa masukan perawatan 

dan masukan sinyal.  
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f) Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. 

g) Pengolahan (process) Suatu sistem yang merupakan suatu 

bagian pengolah yang merubah masukan menjadi 

keluaran.  

h) Sasaran atau tujuan (goals) 
 

Adapun klasifikasi sistem informasi adalah sebagai 

berikut : 

a) Sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik. Sistem 

abstrak adalah sistem yang tidak bisa dilihat secara fisik 

atau sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya 

sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan 

manusia dan Tuhan. Sistem fisik adaalh sistem yang 

secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem konputer, 

sistem sekolah dan lain-lain.  

b) Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan 

manusia (human made system). Sistem alamiah adalah 

sistem yang terjadi karena alam. Misalnya sistem tata 

surya, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. 

Sistem buatan adalah sistem yang dibuat oleh manusia. 

Misalnya sistem komputer dan sistem mobil.  

c) Sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu 

(probabilistik system). Sistem tertentu adalah sistem yang 

operasinya dapat diprediksi secara tepat. Misalnya sistem 

komputer. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang 

tidak dapat diramal dengan pasti. Misalnya sistem 

persediaan dan sistem arisan.  
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d) Sistem tertutup (close system) dan sistem terbuka (open 

system). Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar 

materi, informasi atau energi dengan lingkungan atau 

sistenm yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. 

Misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. 

Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang 

terpengaruh oleh lingkungannya. Misalnya sistem 

perusahaan dagang yang terpengaruh oleh permintaan 

pasar. 
 

3. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah sebuah interaksi yang ada pada 

masyarakat. Sebuah komunikasi bisa dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Sebuah komunikasi bisa 

dilakukan dengan mudah, dengan kemajuan teknologi pada 

saat ini. Kemajuan teknologi yang membantu kegiatan 

komunikasi adalah berkembangnya sebuah alat komunikasi 

seperti smartphone dan internet. Tujuan dilakukan 

komunikasi adalah untuk mendapatkan feedback dari 

seseorang. Secara singkat umpan balik adalah transmisi reaksi 

balik dari penerima kepada pengirim (Fiske, 2016). Model-

model yang menekankan pada feedback adalah yang 

dipengaruhi oleh sibernetik (Cybernetics). 

Proses komunikasi terbagi dari dua tahap yakni secara 

primer dan secara (Onong, 2007) : 

a) Proses komunikasi primer adalah proses penyampauan 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang 

sebagai meida primer dalam proses komunikasi adalah 
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bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya 

yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran 

dan tau perasaan komunikator kepada komunikan. 

b) Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam 

melancarkan komunikasinya karena komunikan sebgai 

saranya berada di tempat yang relatif jauh atau 

jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, 

majalah, radio,televisi ,film, dan banyak lagi adalah 

media kedua yang sering di gunakan dalam komunikasi. 
 

Adapun unsur - unsur dalam proses komunikasi adalah 

sebagai berikut (Fiske, 2016) : 

a) Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan 

kepada seseorang atau sejumlah orang.  

b) Encoding adalah penyandian yakni proses pengalihan 

pikiran ke dalam bentuk lambang.  

c) Pesan (Message) adalah pesan yanh merupakan 

seperangkat lambang bermakan yang di sampaikan oleh 

komunikator.  

d) Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya 

pesan dari komunikator kepada komunikan.  

e) Decoding adalah pengawasandian yaitu proses di mana 

komunikan maenetapkan makna pada lambang yang 

disampaikan oleh komikator kepadanya.  
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f) Feedback (umpan balik) adalah yakni tanggapan 

komunikan apabila tersampaiakn atai di sampaikan 

kepda komunikator.  

g) Hambatan (noise) adalah gangguan tak terencana yang 

terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat 

diterimanya pesan lain oleh komunikan yang 

beradadengan pesan yang di sampaikan oleh 

komunikatir kepadanya 
 

Adapun fungsi dari komunikasi menurut Fiske (2016) 

adalah sebagai berikut : 

a) Informasi Pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, 

penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan opini 

dan komentar yang di butuhkan agar orang dapat 

mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi 

internasional, lingkungan, dan orang lain dan agar dapat 

mengambil keputusan.  

b) Sosialisasi Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai 

sarana anggota masyarakat yang efektif yang 

menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia 

dapat aktif di dalam masyarakat.  

c) Motivasi Menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka 

pendek maupun jangka panjang, mendorong orang 

menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong 

kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan 

bersama yang akan dikejar. 

d) Perdebatan dan diskusi Menyediakan dan saling 

menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan 
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persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat 

mengenai masalah pudiblik, menyediakan bukti-bukti 

yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum 

agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah 

yang menyangkut kegiatan bersama di tingkat 

internasional, nasional dan lokal.  

e) Pendidikan Pengaliahn ilmu pengetahuan sehingga 

mendorong perkembangan intelektual, pembutak watak 

dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang 

diperluakn pada semua bidang kehidupan.  

f) Memajukan kebudayaan Penyebarluasan hasil 

kebudayaab dan senu dengan maksud melestarikan 

warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan 

memperluas horizon seseorang, membangun imajinasi 

dan mendorong kreativitas serta kebutuhan estetikanya.  

g) Hiburan Penyebaran sinyal, simbol suara, dan citra  dari 

drama,tari, kesenian, kesustraan, musik, komedi, olah 

raga, permainan, dan sebagainya untuk rekreasi dan 

kesengan kelompok, dan individu kesempatan.  

h) Integrasi Menyediakan bagi bangsa kelompok dan 

invidividu kesempatan memperoleh berbagai pesan yang 

diperlukan mereka agar dapat saling kenal dan mengerti 

dan menghargai kondisi, pandangan, dan keinginan 

orang lain. 
 

4. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa 

Inggris biasa disebut dengan istilah information and 

communication technology (ICT). Secara umum teknologi 
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informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai semua 

teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan 

penyajian informasi (Asmani, 2011). Teknologi informasi dan 

komunikasi mencakup dua aspek perpaduan yang tidak 

terpisahkan yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 

manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi 

komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke 

perangkat yang lainnya. 

Rusman (2011) mendefinisikan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) sebagai sebuah media atau alat bantu 

dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada 

orang lain. Lebih lanjut lagi Kementerian Riset dan Teknologi 

menyebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) yang secara umum adalah semua teknologi yang 

berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian 

informasi. 

Senada dengan pendapat tersebut, Isjoni et. al. (2008) 

teknologi informasi dan komunikasi merupakan perpaduan 

seperangkat teknologi terutama mikroelektronik komputer, 

teknologi komunikasi yang membantu proses pengumpulan, 

penyimpanan, pemrosesan, penghantaran, dan juga 

penyajian data informasi melalui berbagai media meliputi 

teks, audio, video, grafik, dan gambar. Pendapat lain 
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dikemukakan oleh Zaidatun (2008) yang mengatakan bahwa 

teknologi informasi dan komunikasi merupakan sistem 

komunikasi interaktif yang dipandu oleh komputer untuk 

menyimpan dan menapis naskah teks, animasi, dan 

rangkaian informasi. Berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan 

sebagai semua teknologi atau alat yang membantu dalam 

upaya untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kepada 

orang lain. 
 

B. Komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Good Governance 

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek 

dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber 

daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam 

konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor 

dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi 

peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia 

jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan 

pendorong terciptanya lingkungan yang mampu 

memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut 

redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada 

peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, 

antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu 

sendiri (Sumarto, 2003). 

Dapat dikatakan bahwa Good Governance adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 
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dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya 

aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah 

dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, 

pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam 

menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus 

mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi 

pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development 

Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri Good 

Governance yaitu:  

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung 

jawab, efektif dan adil.  

2. Menjamin adanya supremasi hukum. 

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan 

ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.  

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin 

dan lemah dalam proses pengambilan keputusan 

menyangkut alokasi sumber daya pembangunan 

(Sumarto, 2003). 
 

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk 

merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi 

birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola 

sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun 

harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan 

sumber daya yang ada. Penerapan cita Good Governance pada 
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akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan 

sebagai kekuatan penyeimbang Negara.  

Namun cita Good Governance kini sudah menjadi bagian 

sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma 

birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan 

implementasi dari prinsip Good Governance adalah untuk 

memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan 

keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi 

kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang 

dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan 

ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan Good 

Governance, yaitu: 

1. Partisipasi (Participation) antara masyarakat khususnya 

orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses 

pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa 

partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor 

tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat 

dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan 

membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika 

tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.  

2. Penegakan hukum (Rule Of Low) dalam pelaksanaan tidak 

mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak 

ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan 

dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut 

sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua 

pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut 

dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, 

melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan 

fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.  
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3. Transparansi (Transparency) Persoalan pada saat ini 

adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para 

staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu 

dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak 

dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang 

transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai 

aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan 

ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan 

kualitas dalam pendidikan.  

4. Responsif (Responsiveness) Salah satu untuk menuju cita 

Good Governance adalah responsif, yakni supervisor yang 

peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi 

di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami 

kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor 

menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-

keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa 

kebutuhan - kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat 

suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan 

kepentingan bersama.  

5. Konsensus (Consensus Orientation) Aspek fundamental 

untuk cita Good Governance adalah perhatian supervisor 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah 

pengambilan keputusan secara konsensus, di mana 

pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus 

melalui musyawarah dan semaksimal mungkin 

berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). 

Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan 

semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat 

menarik komitmen komponen-komponen yang ada di 
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lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan 

dalam pengambilan keputusan.  

6. Kesetaraan dan keadilan (Equity) Asas kesetaraan dan 

keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan 

para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam 

suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, 

agama dan budaya akan selalu memicu segala 

permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan 

supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur 

dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf 

yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi 

haknya.  

7. Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil 

guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang 

dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai 

kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan 

rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di 

lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses 

pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang 

memuaskan.  

8. Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor 

terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari 

pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan 

kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor 

harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, 

perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas 

di lembaga.  

9. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk 

menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-
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perubahan yang akan datang mungkin menjadi 

perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-

kebijakan. (Rosyada, 2000) 
 

C. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pada Pelayanan Publik 

Dalam perkembangan teknologi dunia yang semakin 

modern, membuat pemerintah di negara - negara 

berkembang harus mengikuti seiring perkembangan 

teknologi. Teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan 

masyarakat urban, dimana teknologi menjadi sebuah 

tuntutan mendasar dari pelayanan publik yang efektif dan 

efisien seiring dengan perkembangan paradigma Old Public 

Administration hingga Dynamic Governance memiliki korelasi 

yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. 

Masyarakat suatu negara pada dewasa ini memiliki peranan 

yang sangat besar dalam jalannya sebuah pemerintahan, 

masyarakat memiliki tuntutan yang besar tentang pelayanan 

publik agar mencapai pelayanan publik yang prima. 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek 

kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, 

maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai 

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 

dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun 

pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

utilitas dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik yang 

dialami negera-negara maju pada awal 1990-an banyak 
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diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan 

sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh 

pemerintah, melalui Inpres No. 5 tahun 1984 tentang 

pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di 

Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. 

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah 

terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah 

diterbitkan pula Inpres No. 1 tahun 1995 tentang Perbaikan 

dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah 

Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah 

diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat 

dalam artian pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, 

merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi 

pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu melakukan 

penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut 

perbaikan metode dan prosedur pelayanan publik. Pelayanan 

publik yang prima merupakan sumber kemajuan bangsa yang 

sangat menentukan daya saing bangsa, dengan demikian, 

sektor pelayanan harus terus menerus ditingkatkan mutunya. 

Fakta saat ini menunjukkan nahwa faktor kesenjangan 

pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama dalam 

meningkatkan mutu layanan. Kesenjangan mutu layanan 
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tersebut selain disebabkan karena faktor sarana dan 

prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang 

masih terbatas dan juga manajemen sistem layanan publik 

yang belum terpadu. 

Jika dahulu sebuah pemerintahan terkenal dengan 

birokrasinya yang sangat lambat, boros, dan sangat 

fungsional, maka masyarakat saat ini membutuhkan sebuah 

kinerja pemerintah yang cepat, murah dan berorientasi pada 

proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan 

kompetitif bagi para customer-nya. Pada saat inilah teknologi 

diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas 

kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Karena pada 

dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada 

masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

pengumpulan, pengolahan dan penyediaan berbagai data, 

informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta 

penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang 

membutuhkan. Hasil dari pemanfaatan teknologi digital telah 

melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi 

pemerintahan yang baru, yang diistilahkan Electronic 

Government (E-Government). 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut 

dengan E-Governmentmembuat masyarakat semakin mudah 

dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program 

yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. 

E-Government juga dapat mendukung pengelolaan 

pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan 

komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan 
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industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga 

dapat memperbaiki kinerja pemerintah. 

Tujuan dasarnya adalah pembaharuan, serta 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, tanggung 

jawab dan ekonomi dalam pekerjaan pemerintah dan para 

pegawai pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan 

ketersediaan informasi dan layanan yang diberikan kepada 

pengguna pegawai pemerintah dan memastikan partisipasi 

yang lebih aktif warga dalam proses pengambilan keputusan 

dan menyebarkan demokrasi di masyarakat (Mayowan, 

2019). 
 

D. Komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa 

komponen utama yang mendukungnya. Komponen-

komponen yang mendukung teknologi informasi dan 

komunikasi diantaranya adalah komputer (sistem komputer), 

komunikasi, dan keterampilan bagaimana menggunakannya 

(Asmani, 2011: 107).  

1) Komputer (sistem komputer) meliputi perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), dan alat 

penyimpanan (storage). Sistem komputer terdiri dari 

komputer, software, informasi, pemrograman, manusia, 

dan komunikasi. 

2) Komunikasi Beberapa fasilitas komunikasi yang sering 

digunakan diantaranya adalah modem, multiplexer, 

concentrator, pemroses depan, bridge, gateway, dan network 

card.  
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3) Keterampilan Penggunaan Semua kemajuan dan 

perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila 

sumber daya manusia yang ada tidak mampu 

menguasainya. Sebaliknya kebermanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi akan semakin terasa apabila 

sumber daya manusia yang ada mengetahui apa, kapan, 

dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi 

tersebut dapat digunakan secara optimal. 
 

Sedangan menurut Kadir (2003) secara garis besar 

teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware). Perangkat keras merupakan peralatan yang 

bersifat fisik seperti memori, printer dan keyboard. Perangkat 

lunak merupaan instruksi-instruksi untuk mengatur 

perangkat keras agar bekerja sesuai dengan instruksi-

instruksi tersebut. Lebih lanjut Kadir (2003) membagi 

teknologi informasi menjadi 6 kelompok yaitu : 

1) Teknologi masukan input (technology) yaitu segala 

perangkat yang digunakan untuk menangkap data/ 

informasi dari sumber asalnya, contohnya barcode 

scanner dan keyboard;  

2) Teknologi keluaran (output technology) yaitu semua 

perangat yang digunaan untuk menyajikan informasi 

baik itu berupa softcopy maupun hardcopy (tercetak), 

contohnya monitor dan printer; 

3) Teknologi perangkat lunak (software technology) yaitu 

sekumpulan instruksi yang digunakan untuk 
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mengendalikan perangkat keras komputer, contohnya 

Microsoft Office Word untuk pengolah kata; 

4) Teknologi penyimpanan (storage technology) merupakan 

segala perangkat yang digunakan untuk menyimpan 

data, contohnya tape, hardisk, fashdisk, disket; 

5) Teknologi komunikasi (telecomunication technology) 

merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan 

jarak jauh, contohnya internet.  

6) Mesin pemroses (processing machines) atau CPU, 

merupakan komponen yang berfungsi untuk mengingat 

data/program (berupa komponen memori), dan program 

berupa komponen (CPU). 
 

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui 

bahwa teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 

beberapa komponen yaitu : perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), dan keterampilan manusia dalam 

menggunakannya (brainware). Sedangkan dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan hardware yaitu alat atau media 

yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi 

kepada peserta didik, software yaitu program atau aplikasi 

yang terkandung di dalam alat atau media, sedangkan 

brainware merupakan kemampuan dan keterampilan guru 

dalam mengoperasikan media tersebut. 
 

E. E-Government 

Electronic Government yang familiar disebut E-

Government merupakan salah satu model sistem 

pemerintahan yang berorientasi pada kekuatan teknologi 

digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan 
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terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber 

daya milik organisasi yang bersangkutan dikendalikan dalam 

satu sistem dan juga merupakan perkembangan baru dalam 

rangka peningkatan pelayanan publik. 

Bank Dunia (World Bank) mengemukakan bahwa E-

Government refers to the we by government agencies of information 

technologies (such as Wide Area Net-works, the internet, and mobile 

comput-ing) that have the ability to transform relations with citizens 

businesses and arms of government. Yang artinya adalah E-

Government dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem 

informasi pemerintahan (seperti dalam Wide Area Networks, 

internet, dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan 

untuk menjembatani hubungan dengan warga negara 

lainnya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan 

lainnya) (Indrajit, 2003). 

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi 

baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain 

yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan 

teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan 

memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government 

adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan 

elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik 

secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-

Government adalah penggunaan teknologi informasi yang 

dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-

pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain) 

(Sosiawan, 2015). 

Di era digital, E-Government adalah alat untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan di 
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berbagai level. Diperkuat dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

menyatakan : 

a) Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya 

diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

b) Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi 

sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata 

kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis 

elektronik secara nasional; 

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. 
 

Konsep E-Government memang merupakan upaya 

pemerintah untuk memudahkan aktifitas pemerintahan 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. E-

Government sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan 

publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat 

menjadi penghubung antara kedua belah pihak maupun 

pihak lain yang berkepentingan. Yu-che dan James Perry 

(2003) berpendapat bahwa E-Government merupakan sebuah 

garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta 

menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada 

masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit 

pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga. 
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E-Government merupakan sebuah modernisasi 

pemanfaatan teknologi yang secara garis besar bukan sebuah 

perubahan yang sangat mendasar di dalam sebuah tata 

pemerintahan yang dipastikan akan berjalan dalam jangka 

waktu panjang dan bukan pula membuktikan bahwa ini 

merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan 

perubahan sosial (Yu-che dan James Perry, 2003). 

Kesiapan menuju keberhasilaan E-Government menurut 

Heeks (2001) berkaitan dengan: 

a) Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya peragkat hukum 

untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi 

privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital 

perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah. 

b) Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus 

yang menangani E-Governmentyang memberikan layanan 

informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital. 

c) Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat 

dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas 

professional dalam bidang telematika untuk ikut 

berkiprah dalam E-Government milik pemerintah. 

d) Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang 

diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama 

dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun 

infrastruktur teknologi untuk mendukung E-Government. 

e) Support, Capacity, Value. Political enviroment. Leadership, 

Planning, Stakeholder, Transparancy. 
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F. Manfaat dan Tujuan E-Government 

Fakta bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pemerintahan memang sangat diperlukan. Melihat bahwa 

dampak yang diperoleh oleh instansi pemerintahan baik itu 

pusat maupun daerah dirasa sangat baik dengan adanya 

penerapan teknologi informasi. Manfaat yang diperoleh 

dengan diberlakukannya konsep E-Government (Satriya, 

2006): 

a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada 

stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) 

terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di 

berbagai kehidupan bernegara. 

b) Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan 

Good Corporate Governance. 

c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, 

relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah 

maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-

hari. 

d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk 

mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui 

interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan. 

e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru secara 

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang 

dihadap sejalan dengan berbagai perubahan global dan 

trend yang ada. 

f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain 

sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan 

berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. 
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Tujuan pengembangan E-Government berdasarkan 

Inpres No. 3 Tahun 2003: 

a) Untuk mengembangkan penyelenggara kepemerintahan 

yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

b) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang 

transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan 

layanan antar lembaga pemerintah. 
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BAB  IV 

PENERAPAN APLIKASI  

SMART PELAYANAN PUBLIK 
 

 

A. Aplikasi Smart Nitizen 

Seiring menggunakan perkembangan teknologi berita 

dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia pada banyak 

sekali sektor tengah mengalami perubahan. Begitu pula di 

sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui 

E-Government. Implementasi pelayanan publik berbasis 

aplikasi Smart Netizen di Kabupaten Mamuju ditinjau melalui 

konsep E-Government yaitu kegiatan kepemerintahan yang 

memakai alat-alat teknologi berita dan komunikasi buat 

melakukan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, 

usaha, serta entiti pemerintah. 

Upaya membentuk sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dilakukan sang Pemerintah Kabupaten Mamuju 

menggunakan mencanangkan program Smart Netizen. Smart 

Netizen adalah software atau program yang dipergunakan 

pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengintegrasikan 

seluruh kelurahan yang mengalami hambatan keterbatasan 

akses pelayanan publik antar wilayah. dan ekskavasi lebih 

lanjut mengenai kebutuhan - kebutuhan administrasi 

kelurahan berupa pembuatan kartu famili (KK), Kartu 



 

64 | Aplikasi Smart Nitizen Pelayanan Humas  

indikasi Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Didukung 

pula dengan perangkat lunak map (peta) sikam.id buat 

memudahkan pengguna buat mencari atau melihat fasilitas-

fasilitas kampung yang terdapat pada Mamuju. 

Berkaitan menggunakan pengembangan infrastruktur 

TIK di pekelurahanan, dalam Undang - Undang nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Kelurahan dijelaskan bahwa sistem isu 

pembangunan kelurahan serta pembangunan kawasan akan 

menjadi prioritas pada pembangunan pekelurahanan. 

Contohnya pada pasal 86 UU Kelurahan ada poin-poin 

berikut : 

1. Kelurahan berhak mendapatkan akses informasi melalui 

sistem isu Kelurahan yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Pemerintah serta Pemerintah Daerah wajib berbagi sistem 

informasi Kelurahan dan pembangunan kawasan 

Pekelurahanan. 

3. Sistem berita Kelurahan mencakup fasilitas perangkat 

keras serta software, jaringan, dan sumber daya insan. 

4. Sistem informasi Kelurahan mencakup data Kelurahan, 

data Pembangunan Kelurahan, daerah Pekelurahanan, 

serta isu lain yang berkaitan menggunakan 

Pembangunan Kelurahan dan pembangunan tempat 

Pekelurahanan. 

5. Sistem berita Kelurahan dikelola sang Pemerintah 

Kelurahan serta dapat diakses sang masyarakat 

Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan. 

6. Pemda Kabupaten/Kota menyediakan isu perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota buat Kelurahan. 
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Undang - Undang tadi melahirkan Pemerintahan 

Kelurahan, dalam rangka mendorong kemandirian 

Kelurahan, percepatan, pemerataan pembangunan ekonomi, 

tumbuhnya industri kreatif, pariwisata, dan lainnya yang 

berbasis pekelurahanan tentunya pada tata kelola 

pemerintahan Kelurahan yang transparan, akuntabilitas, 

diharapkan instrumen - instrumen bagi Kelurahan yang 

dapat menyampaikan ruang dan akses di kemajuan dalam 

aneka macam bidang. Dengan pelayanan berbasis IT 

diperlukan bisa menghapus pungli dan proses pelayanan bisa 

menjadi lebih cepat.  

Adapun cara penggunaan aplikasi Smart Netizen yaitu 

melakukan login data, terlebih dahulu pengguna wajib 

menghasilkan akun menggunakan e-mail. Kemudian daftar 

menggunakan memasukkan alamat e - mail buat 

mendapatkan user (akun pengguna). Cara penggunaan 

software Smart Netizen menggunakan cara mengakses laman 

Website kelurahan memakai domain kemudian login 

username serta memasukkan password (kata sandi). Adapun 

keuntungan penggunaan Smart Netizen yaitu : 

1. Mempermudah pengarsipan dokumen karena dalam 

bentuk soft copy sehingga tidak perlu lagi ruang arsip. 

2. Mempermudah untuk pembuatan administrasi 

kependudukan dan perizinan. 

3. Mengurangi biaya transportasi untuk konsolidasi data 

dari Kelurahan ke Kecamatan, atau ke Kabupaten karena 

sudah terintegrasi. 

4. Mengurangi pemakaian kertas. 

5. Mudah mencari data warga jika diperlukan; dan  
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6. Pengoptimalan Sumber Daya Manusia dimana dengan 

menggunakan aplikasi ini SDM yang diperlukan tidak 

perlu banyak dan waktu untuk menyelesaikan tugas 

menjadi lebih cepat. 
 

Adapun fungsi dari aplikasi Smart Netizen adalah 

sebagai berikut : 

1. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dan hubungan menggunakan pemerintahnya. 

2. Menaikkan kualitas pelayanan pada rakyat. 

3. Menaikkan pencerahan kepada seluruh lapisan warga 

untuk menghargai atas hak kekayaan intelektual serta 

senantiasa memakai perangkat lunak yang legal. 

4. Memperbaiki proses keterbukaan serta akuntabilitas di 

lingkungan pemerintahan. 

5. Meringkas transaksi melalui integrasi sistem 

pemerintahan serta peredaran operasional sistem 

pemerintahan bisa dilakukan lebih cepat. 

6. Mewujudkan warga Kelurahan Simboro yang melek 

Teknologi informasi serta Komunikasi (TIK) melalui 

pelayanan publik berbasiskan software Smart Netizen. 

7. Mengenalkan sistem pelayanan publik yang efektif serta 

efisien bagi penggunanya. 
 

B. Kemudahan Pelayanan Berbasis Smart Nitizen 

Sebelum penggunaan Smart Netizen pelayanan 

administrasi kependudukan sebelum memakai aplikasi Smart 

Netizen sinkron baku pelayanan publik berdasarkan 

Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 pada 

Kelurahan Simboro. Adapun standar pelayanan yang 
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dibakukan mencakup mekanisme pelayanan, saat 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, wahana 

dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. 
 

1. Mekanisme Pelayanan 

Prosedur pelayanan adalah norma melaksanakan suatu 

pekerjaan menggunakan unsur administrasi serta memakai 

rapikan tertib pada pelaksanaannya. Mekanisme pelayanan 

yang dibakukan bagi pengguna pelayanan memuat 

kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud merupakan 

prosedur pelayanan yang mudah dipahami dan praktis 

dilaksanakan. Pelayanan yang memenuhi baku dalam 

pelaksanaannya tidak menyulitkan pihak yang 

membutuhkan karena pelayanan pemerintahan berbentuk 

jasa maka, hal primer yang dilakukan pada prosedur 

pelayanan merupakan hubungan antara pemberi dan 

penerima pelayanan. 

Pelayanan administrasi kependudukan pada Kelurahan 

Simboro harus melalui mekanisme yang relatif menyita 

waktu. misalnya untuk pembuatan Kartu pertanda Penduduk 

(KTP) pertama, masyarakat wajib meminta surat rekomendasi 

atau surat pengantar berasal kepala Dusunsetempat. lalu 

diberikan formulir buat pengisian data, sesudah itu surat dan 

formulir tersebut diberikan di pihak ketua Kelurahan/Lurah 

bersamaan menggunakan kelengkapan syarat-syarat 

pendukung lainnya untuk investigasi berkas, menyampaikan 

resi indikasi terima permohonan, menyimpan arsip serta 

memberikan permohonan yang sudah lengkap ke Kecamatan.  



 

68 | Aplikasi Smart Nitizen Pelayanan Humas  

Pihak Kecamatan menerima dan meneliti berkas 

permohonan, menyimpan arsip serta mengirimkan 

permohonan yang telah lengkap ke Kabupaten (Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil). Disdukcapil menerima 

serta meneliti berkas permohonan, melakukan verifikasi data, 

memproses, serta selanjutnya mengirimkan pulang data yang 

sudah dicetak ke Kecamatan. Kecamatan menerima, meneliti 

serta menandatangani data tadi ke Kelurahan. ketua 

Kelurahan mendapatkan resi pertanda tangan terima 

permohonan serta menyerahkan Kartu tanda Penduduk 

(KTP) kepada yang bersangkutan. Mekanisme tersebut 

memerlukan ketika sekurang-kurangnya 15 hari kerja. 
 

2. Waktu Penyelesaian 

Saat penyelesaian atau jangka saat yang dibutuhkan 

buat menyelesaikan semua proses pelayanan berasal setiap 

jenis pelayanan yang ditetapkan semenjak waktu pengajuan 

permohonan sampai menggunakan penyelesaian pelayanan 

bisa dimaksimalkan secara cepat serta seringkas mungkin. 

Melihat prosedur pelayanan pembuatan Kartu tanda 

Penduduk yang membutuhkan ketika 15 hari kerja, warga 

memerlukan saat penyelesaian yang ringkas dan kepastian 

saat penyelesaian agar tak dibuat menunggu. Keterbukaan 

tentang jangka saat penyelesaian dalam pengurusan 

administrasi sangat penting pada menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan anugerah 

berita pada pihak penerima pelayanan. jika mekanisme 

pelayanan telah terselesaikan dilakukan, pihak penerima 

pelayanan akan menanyakan kapan waktu pengambilannya. 
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3. Biaya Pelayanan 

Tarif pelayanan yang akan diterima sinkron dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.Tarif pelayanan publik, 

merupakan tanggung jawab negara serta/atau warga. Apabila 

dibebankan pada masyarakat atau penerima pelayanan, maka 

penentuan tarif pelayanan publik tadi ditetapkan 

menggunakan persetujuan DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 UU 

No. 25 Tahun 2009). Dengan adanya aplikasi tadi, pelayanan 

administrasi sebagai zero cost. 
 

4. Produk Pelayanan 

Pelayanan yang akan diterima sesuai menggunakan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan yang 

diterima berupa dokumen kependudukan seperti Kartu 

pertanda Penduduk (KTP), Kartu famili (KK), akta catatan 

sipil, serta surat perizinan lainnya. Pelayanan jasa publik 

merupakan jasa yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang 

banyak maka yang diharapkan produk pelayanannya tidak 

mengandung kesalahan sama sekali. Proses mendapatkannya 

harus sesuai dengan yang akan terjadi produk pelayanan 

yang diperoleh. Produk pelayanan adalah akibat asal aneka 

macam jenis pelayanan. Produk pelayanan yang didapatkan 

menunjukkan seberapa besar tingkat kinerja penyelenggara 

pelayanan. Sejauh ini produk pelayanan yang didapatkan 

rakyat Simboro sesuai menggunakan yang mereka harapkan. 

namun upaya pemugaran masih harus dilakukan. 
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5. Sarana dan Prasarana 

Berhasilnya suatu pelayanan administrasi 

kependudukan pada Kelurahan Simboro didukung asal 

beberapa bukti fisik adanya perangkat personal komputer di 

tempat kerja kelurahan, printer, dan pemanfaatan gadget 

pada masyarakat. Penggunaan perangkat lunak Smart Netizen 

membutuhkan koneksi atau jaringan yang stabil, hal ini 

didukung menggunakan adanya pemasangan wifi buat 

memudahkan upload data pemohon ke server. 
 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Layanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan pada 

memberikan pelayanan telah cukup baik dengan pelatihan 

pengoperasian aplikasi Smart Netizen. Pelatihan diberikan 

secara terjadwal dengan jadwal dan lokasi yang telah 

ditentukan. training yang diberikan tim pelaksana sang Dinas 

Komunikasi serta info (Diskominfo) Kabupaten Mamuju 

berdasar di pengembangan asal daya manusia menggunakan 

pengenalan, pengoperasian dan pertarungan gangguan 

teknis pada sistem perangkat lunak. Pelatihan pelayanan 

berbasis IT bertujuan menaikkan kinerja aparatur kelurahan 

buat mewujudkan Good Governance serta pengembangan serta 

pemugaran pelayanan administrasi kependudukan. 

 

C. Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Lahirnya Keputusan MENPAN No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 di latar belakangi ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat-RI angka XI/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan Negara yang higienis serta Bebas berasal 

Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar 
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aparatur negara bisa menjalankan tugas dan kegunaannya 

secara profesional, produktif, transparan serta bebas asal 

KKN. Dalam menghadapi era globalisasi aparatur negara 

hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. 

Pelayanan publik yang baik berorientasi di kepuasan 

penggunanya. Penerapan baku pelayanan publik sebagai 

tolak ukur yang digunakan buat acuan evaluasi kualitas 

pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia 

pelayananan kepada pelanggan untuk menyampaikan 

pelayanan yang berkualitas. Pembuatan Kartu pertanda 

Penduduk (KTP) ditemukan bahwa sistem pembuatan KTP 

yang selama ini berjalan dilakukan secara manual. Sistem 

yang berjalan secara manual itudimulai berasal pengajuan 

surat rekomendasi kepada ketua Dusun setempat, pengisian 

formulir. Pembuatan KTP, pemeriksaan berkas pembuatan 

KTP, hingga pengiriman pembuatan KTP ke Kecamatan. 

Sistem manual tersebut, mekanisme pelayanan yang berjalan 

manual di saat ini tidak efektif serta efisien dikarenakan 

ketika yang diharapkan berasal masa pengajuan hingga 

pembuatannya selesai membutuhkan masa 15 hari kerja. 

Pemohon acapkali kali wajib mengeluarkan uang buat biaya 

yang tidak seharusnya diperlukan. 

Dengan adanya perangkat lunak Smart Netizen buat 

pembuatan KTP secara online maka perseteruan mekanisme 

pelayanan yang rumit pada sistem pembuatan Kartu tanda 

Penduduk (KTP) pada Kelurahan Simboro akan berjalan lebih 

baik. Basis data penyimpanan data pemohon KTP akan lebih 

terorganisir lagi, sehingga nantinya waktu akan mencari data 

tadi, data akan praktis untuk diakses dan digunakan lagi. 



 

72 | Aplikasi Smart Nitizen Pelayanan Humas  

Pelayanan administrasi kependudukan menggunakan 

software Smart Netizen, maka pelayanan terhadap pemohon 

KTP, KK, akta catatan sipil dan lain sebagainya akan lebih 

efektif serta efisien. Efektif karena pemohon tidak perlu 

melalui prosedur pelayanan yang menyita waktu, pemohon 

dapat membentuk KTP dengan cara mengisi langsung form 

permohonan melalui login atau masuk ke software sebagai 

akibatnya tidak menghabiskan waktu. Efisien karena dengan 

adanya software Smart Netizen, maka data pemohon yang diisi 

melalui form permohonan bisa pribadi masuk ke basis data 

kependudukan, data tadi eksklusif pada proses hanya dengan 

waktu singkat KTP sudah dapat pada cetak. Hal ini sangat 

menguntungkan karena pemohon dapat terhindar dari biaya 

-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan serta jua 

pemohon tidak perlu lama -lama menunggu KTP tadi 

terselesaikan. 

Adanya pelayanan administrasi kependudukan secara 

online memberikan jaminan pada masyarakat bahwa mereka 

menerima pelayanan pada kualitas yang bisa 

dipertanggungjawabkan, menyampaikan fokus pelayanan 

pada pelanggan/rakyat, sebagai alat komunikasi antara 

pelanggan menggunakan penyedia pelayanan pada upaya 

meningkatkan pelayanan, sebagai indera buat mengukur 

kinerja pelayanan dan menjadi indera monitoring dan 

penilaian kinerja pelayanan. 

Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. 

perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak wajib dilakukan, 

dikarenakan dalam kehidupan bernegara pelayanan publik 

menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini 
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ditimbulkan tugas dan fungsi utama pemerintah artinya 

menyampaikan serta memfasilitasi berbagai pelayanan 

publik yang dibutuhkan oleh warga, mulai asal pelayanan 

pada bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain 

pada rangka memenuhi kebutuhan rakyat pada bidang 

pendidikan, kesehatan, utilitas, sosial serta lainnya. 

Transparansi pada pelayanan administrasi kependudukan 

diartikan sebagai pelayanan yang bersifat terbuka, simpel, 

serta bisa diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan. 

Intinya implementasi E-Government artinya sebuah 

transformasi. Fungsi teknologi isu pada pada kerangka ini 

untuk memberikan terjadinya perubahan-perubahan 

fundamental sehubungan menggunakan proses 

penyelenggaraan pemerintah pada era terbaru. Pemerintah 

mencoba buat membarui kenyataan citizens in line menjadi 

citizen on line pada artian Bila dahulu masyarakat wajib 

mengantri dan menunggu lama buat menerima pelayanan 

maka sesudah E-Government diimplementasikan yang 

bersangkutan tidak wajib menunggu lama dan membayar 

mahal buat mendapatkan pelayanan sebab semuanya dapat 

dilakukan secara online melalui smartphone atau 

internet.Fitur donasi di software Smart Netizen menghasilkan 

penggunanya tidak kesulitan dalam mengoperasikannya. 

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada 

Kelurahan Simboro mengacu pada 5 dimensi sesuai 

Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 standar 

pelayanannya menjadi berikut : 

1. Efisien, Keadaan yang memberikan tercapainnya 

perbandingan terbaik antara masukkan (input) dan 
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keluaran (output) pada suatu penyelenggara pelayanan 

publik. Penggunaan software Smart Netizen pada 

Kelurahan Simboro terjadi efisiensi yang ada pada 

mekanisme pelayanan. 

2. Efektif, Tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. 

Pelayanan administrasi kependudukan setalah 

menggunakan perangkat lunak Smart Netizen pada 

Kelurahan Simboro menjadi lebih efektif karena tidak 

perlu lagi melalui banyak sekali tahapan buat menerima 

sebuah pelayanan dan tidak lagi dilakukan secara 

manual. 

3. Irit, Pengguna tidak perlu lagi membayar mahal untuk 

sebuah pelayanan administrasi kependudukan. 

Perangkat lunak Smart Netizen dirancang dengan gratis. 

4. Mudah diakses, menggunakan menganut paradigma 

citizen in line menjadi citizen online pengguna dapat 

mengakses kapanpun dimanapun, sebab software ini tidak 

berbatas waktu. 

5. Kecenderungan, Terjadi kecenderungan hak setiap 

masyarakat negara. Siapapun berhak mendapatkan 

pelayanan dengan mengaksesnya secara individu. 
 

Akuntabilitas pelayanan diselenggarakan sang 

birokrasi, pada hal ini aparatur Kelurahan Simboro 

berkewajiban buat mempertanggungjawabkan keberhasilan 

aplikasi pada menyampaikan pelayanan yang semaksimal 

mungkin kepada warga. Mendorong peran serta warga pada 

penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan 

mempertahankan aspirasi kebutuhan dan asa masyarakat, 
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jika terjadi duduk perkara rakyat bisa melaporkan keluhan 

penggunaan software. Pihak aparatur Kelurahan tidak boleh 

diskriminatif, pada artian tak membeda-bedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, serta status ekonomi pada 

pemberian pelayanan publik. 

Elemen pendukung keberhasilan pengembangan E-

Government dimulai asal pihak aparatur Kelurahan, 

dialokasikannya sumber daya insan buat membentuk konsep 

tersebut. Aparatur Kelurahan diberikan pelatihan khusus 

buat pengoperasian aplikasi Smart Netizen yang nantinya 

disosialisasikan kepada warga setempat secara konstan. pada 

pemanfaatan sumber daya manusia tadi pihak Dinas 

Komunikasi dan isu (Diskominfo) Kabupaten Mamuju sudah 

mengadakan penjadwalan pembinaan di setiap aparatur 

Kelurahan. 

E-Government ialah bentuk atau model pelayanan publik 

yang menggunakan teknologi digital buat memudahkan 

warga dalam menerima pelayanan publik yang baik. Manfaat 

krusial berasal adanya E-Government merupakan 

terwujudnya pemerintahan yang bertanggung jawab kepada 

warganya dan tercipta layanan pemerintahan yang sinkron 

dengan kebutuhan rakyat. 
 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Smart 

Nitizen 

Sebuah penemuan pelayanan dalam penerapannya 

mempunyai dukungan dan hambatan pada penerapannya. 

Pemanfaatan Teknologi serta Komunikasi menggunakan 

perangkat lunak Smart Netizen untuk pelayanan administrasi 
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kependudukan tak dan merta berjalan dengan sempurna 

terdapat hambatan-kendala yang menyebabkan perangkat 

lunak tadi tidak berfungsi dengan maksimal. Berikut faktor 

pendukung dan penghambat dalam implementasi pelayanan 

publik berbasis aplikasi Smart Netizen di Kelurahan Simboro. 
 

1. Faktor Pendukung 

Lahirnya UU Pasal 11 Tahun 2008 wacana informasi dan 

Transaksi elektro (ITE), menjadi upaya buat menyediakan 

payung hukum bagi kegiatan pemanfaatan teknologi dan 

transaksi elektronika. Kemudahan pelayanan administrasi 

kependudukan pada Kelurahan Simboro selama 

menggunakan aplikasi Smart Netizen didukung 

menggunakan wahana perangkat personal komputer yang 

tersedia di tempat kerja Kelurahan dan dukungan 

pemanfaatan gadget untuk meringkas mekanisme pelayanan 

yang selama ini dilakukan secara manual. 

Berbagai ketidakpuasan rakyat terhadap bentuk 

pelayanan awam berasal pemerintah, dengan Smart Netizen 

warga tidak perlu mengeluarkan iuran pelayanan yang tidak 

diperlukan. Pelayanan berbasis online artinya murah, praktis, 

dan cepat. biaya pelayanan yang tidak berbayar membuahkan 

pelayanan tadi murah. Pelayanan yang tidak melalui 

mekanisme yang sulit dan sempurna ketika menjadikannya 

simpel serta cepat. Sebuah keharusan bagi aparat pemerintah 

buat lebih menaikkan kesadaran akan moralitasnya, 

mengingat hubungan antar individu yang berlangsung pada 

proses pelayanan, memiliki kerawanan yang berkaitan 
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menggunakan penyalahgunaan kewenangan, iuran yang 

tidak wajar dan penggunaan calo. 

Pemanfaatan teknologi untuk menyimpan data-data 

agar tidak hilang sebab seringnya komputer mengalami 

kerusakan. Fitur penyimpanan file pada aplikasi tadi bisa 

menyimpan data-data penting Kelurahan yang sewaktu-saat 

krusial buat dipergunakan. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan (aparatur Kelurahan) dilakukan pelatihan spesifik 

yang diberikan Pemkab serta energi pendamping berasal 

Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Mamuju yang 

mendukung jalannya pengoperasian perangkat lunak Smart 

Netizen sebagai akibatnya menghasilkan pengguna perangkat 

lunak tidak kesulitan serta memudahkan pihak aparatur 

Kelurahan pada menyelenggarakan pelayanan publik yang 

baik karena aparat birokrasi ialah kepanjangan tangan dari 

semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan.Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI nomor 82 

Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem serta transaksi 

elektro berbunyi : 

1) Tenaga pakar yang dipergunakan sang 

Penyelenggara sistem Elektronik harus memiliki 

kompetensidi bidang Sistem Elektronik atau 

Teknologi berita. 

2) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mempunyai sertifikat keahlian. 
 

Adapun hak dan kewajiban rakyat diatur pada pasal 18 

UU No. 25 Tahun 2009, mengetahui kebenaran isi standar 

pelayanan, mengawasi pelaksanaan baku pelayanan, 
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mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, 

menerima advokasi, perlindungan, dan /atau pemenuhan 

pelayanan, memberitahukan kepada pimpinan 

penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan jika pelayanan 

yang diberikan tidak sinkron menggunakan baku pelayanan, 

memberitahukan kepada pelaksana buat memperbaiki 

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai 

dengan standar pelayanan, mengadukan pelaksana yang 

melakukan penyimpangan standar pelayanan serta/atau 

tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara serta 

Ombudsman, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan asas dan tujuan pelayanan. 

Undang Undang pelayanan publik nomor 25 Tahun 

2009 diterbitkan buat menciptakan agama masyarakat atas 

pelayanan publik yang dilakukan sang para penyelenggara 

negara supaya supaya seiring dengan asa serta tuntutan 

seluruh rakyat negara, selain itu jua menjadi upaya untuk 

mempertegas hak serta kewajiban setiap rakyat negara dan 

terwujudnya tanggung jawab penyelenggara negara pada 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

Undang-Undang pelayanan publik ini juga ialah upaya 

untuk meningkatkan kualitas serta mengklaim penyediaan 

pelayanan publik sinkron dengan asas awam pemerintahan 

yang baik, serta memberikan jaminan dan proteksi bagi setiap 

warga negara dari penyalahgunaan wewenang didalam 

penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut 

bidang pelayanan publik. 

Dalam pasal 14 diatur hak para penyelenggara 

pelayanan publik, antara lain menyampaikan pelayanan 
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tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan 

kerja sama, memiliki anggaran pembiayaan penyelenggaraan 

pelayananan publikmelakukan pembelaan terhadap 

pengaduan dan tuntutan yang tidak sinkron dengan 

kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta 

menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan 

perundangan. 

Pada pasal 15 disebutkan penyelenggara berkewajiban 

menyusun serta memutuskan baku pelayanan, menyusun, 

memutuskan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, 

menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan 

wahana, prasarana, serta/atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang 

memadaimemberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan baku pelayanan, 

berpartisipasi aktif, dan mematuhi peraturanperundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap 

pelayanan yang diselenggarakan, membantu rakyat pada 

memahami hak dan tanggung jawabnya, menyampaikan 

pertanggung jawaban sesuai menggunakan aturan yang 

berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan 

tanggung jawabnya atas posisi atau jabatan, memenuhi 

panggilan atau mewakiliorganisasi buat hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas 

permintaan pejabat yang berwenang dari forum negara atau 

instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai 

menggunakan peraturan perundang-undangan. 
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Sedang pada pasal 16 pelaksana berkewajiban 

melakukan aktivitas pelayanan sinkron menggunakan 

penugasan yang diberikan kepadanya, menyampaikan 

pertanggung jawaban atas pelaksnaan pelayanan sinkron 

dengan peraturan perundang-undangan, Memenuhi 

panggilan buat hadir atau melaksanakan perintah atau suatu 

tindakan aturan atas permintaan pejabat yang berwenang asal 

lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, 

berwenang serta legal sinkron dengan peraturan perundang-

unda ngan, memberikan pertanggung jawaban jika 

mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai 

dengan peraturan perundang-undangandan melakukan 

evaluasi serta menghasilkan laporan keuangan serta kinerja 

kepada penyelenggara secara terpola. 

Kualitas pelayanan publik mendapat perhatian berfokus 

dari pemerintah. Pemerintah menegaskan pentingnya 

penataan dan pemugaran mirip intinya sebagai berikut: 

1) Dalam waktu secepat-cepatnya merogoh langkah-

langkah pemugaran mutu pelayanan masyarakat 

pada masing-masing unit kerja/tempat kerja 

pelayanan termasuk BUMN dan BUMD. 

2) Langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan warga 

tadi diupayakan dengan: 

a. Menerbitkan pedoman pelayanan yang 

diantaranya memuat persyaratan, mekanisme, 

iuran/tarif pelayanan dan batas saat penyelesaian 

pelayanan, baik pada bentuk panduan/ 

pengumuman atau melalui media isu lainnya. 
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b. Menempatkan petugas yang bertanggungjawab 

melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan 

permohonan buat kepastian diterima atau 

ditolaknya berkas permohonan tadi di ketika itu 

juga. 

c. Menuntaskan permohonan pelayanan sesuai 

menggunakan batas saat yang ditetapkan,serta 

bila batas saat yang ditetapkan tersebut 

terlampaui, maka berarti bahwa permohonan tadi 

disetujui. 

d. Melarang atau menghapus iuran tambahan yang 

dititipkan pihak lain dan meniadakan segala 

bentuk pungutan liar di luar iuran jasa pelayanan 

yang telah ditetapkan. 

e. Memaksimalkan penerapan pelayanan secara 

terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit-unit 

kerja kantor pelayanan yang terkait pada proses 

atau membuat satu produk pelayanan. 

f. Sarana serta prasarana pendukung lainnya yaitu 

tersedianya jaringan wifi yang berada di ruang 

tunggu buat memudahkan masyarakat menerima 

pelayanan jika mengalami kesulitan jaringan 

ketika masuk atau login ke portal Smart Netizen. 

g. Political will artinya hal primer yang wajib ada 

pada kerangka perencanaan serta pengembangan 

E-Government. yang dimaksud dengan adanya 

political will pada sini ialah adanya: 

1) Dukungan kepemimpinan politik memiliki 

komitmen berkelanjutan; 
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2) Ketersediaan alokasi dana yang sudah 

dianggarkan dan siap buat dicairkan; 

3) Kesepakatan buat melakukan koordinasi 

lintas sektoral; 

4) Niat buat memulai menyusun undang-

undang atau peraturan guna mendukung 

inisiatif yang terdapat dan 

memberlakukannya; 

5) Kesiapan asal seluruh sdm pemerintah buat 

belajar serta merubah cara kerjanya sesuai 

menggunakan transformasi yang diinginkan; 

serta 

6) Perjuangan buat mensistemkan konsep                       

E-Government agar dapat dipergunakan. 
 

Unsur adanya pimpinan yang bisa menjadi inisiator 

primer di pada implementasi E-Government ialah kunci 

keberhasilannya. seseorang pemimpin tidak saja harus 

visioner tapi pemimpin tersebut haruslah artinya seseorang 

yang rela berkorban, berani merogoh resiko, sanggup mencari 

asal dana, diterima keberadaannya oleh rakyat, dan sanggup 

bekerja keras. 
 

2. Faktor Penghambat 

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak dan merta 

berjalan sinkron menggunakan tujuannya, terdapat faktor 

penghambat yang menjadi acuan serta concern para 

penyelenggara pelayanan publik buat menaikkan kualitas 

pelayanannya. Adapun faktor penghambat dalam 

berjalannya implementasi pelayanan publik berbasis 
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perangkat lunak Smart Netizen pada Kelurahan Simboro yaitu 

gangguan jaringan yang diakibatkan karena mati lampu dan 

hujan. Kelurahan Simboro masih sering menerima 

pemadaman listrik bergilir yang menyebabkan meninggal 

lampu sebagai akibatnya penggunaan software tadi menjadi 

loading. 

Faktor penghambat berikutnya adalah sebagian fasilitas 

yang belum bisa digunakan karena beberapa sarana 

penunjang tersebut belum lengkap sehingga tidak dapat 

digunakan dalam pelayanan. Sinkron menggunakan Pasal 26 

Peraturan Pemerintah RI nomor 82 Tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan sistem serta transaksi elektronika berbunyi : 

1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan 

fitur sinkron dengan ciri sistem Elektronik yang 

digunakannya. 

2) Fitur sebagaimana dimaksud di ayat (1) paling sedikit 

berupa fasilitas buat: 

a) Melakukan koreksi; 

b) Membatalkan perintah; 

c) menyampaikan konfirmasi atau rekonfirmasi; 

d) menentukan meneruskan atau berhenti 

melaksanakan kegiatan berikutnya; 

e) Melihat informasi yang disampaikan 

berupatawaran kontrak atau iklan 

f) Mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; 

serta 

g) Membaca perjanjian sebelum melakukan 

transaksi. 
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Selain beberapa faktor penghambat yang disebutkan 

diatas, hambatan lainnya ialah aparatur Kelurahan hanya 

diberikan pelatihan seputar pengoperasian perangkat lunak, 

belum di tahap pemugaran untuk gangguan teknis. Dinas 

Komunikasi dan informasi Kabupaten Mamuju hanya sebatas 

pelatihan operasional penggunaan belum sampai 

dipenanganan permasalahan jaringan ketika mengalami 

dilema atau kendala penggunaan aplikasi. Terbatasnya 

jumlah sumber daya terkait operator penyedia pelayanan 

mengakibatkan ketua Kelurahan menyampaikan rangkap 

jabatan kepada aparaturnya. sesuai dengan Pasal 24 

Peraturan Pemerintah RI angka 82 Tahun 2012 wacana 

penyelenggaraan sistem dan transaksi elektro berbunyi : 

1) Penyelenggara Sistem elektronik harus melakukan 

edukasi kepada Pengguna sistem elektronika. 

2) Edukasi sebagaimana dimaksud di ayat (1) paling 

sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab 

seluruh pihak terkait, dan mekanisme pengajuan. 
 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

pemanfaatan gadget yang membuat osialisasi penggunaan 

perangkat lunak yang diberikan pihak aparatur Kelurahan 

masih kurang karena pada era sekarang pemahaman 

teknologi masih kurang tahu adat penggunaan perangkat 

lunak. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

Pelayanan publik berbasis Smart Netizen di Kelurahan 

Simboro memberikan kemudahan penggunaan karena bisa 

meringkas mekanisme pelayanan yang memakan waktu 15 

hari kerja sebagai dua hingga 3 hari saja. Selain itu smart 

netizen mampu memangkas biaya pelayanan. Faktor 

pendukung yaitu adanya payung hukum, tidak adanya iuran 

pelayanan, mekanisme pelayanan yang simpel dan cepat, dan 

database warga dapat disimpan dengan baik. Sedangkan yang 

menjadi faktor penghambat adanya gangguan jaringan yang 

disebabkan cuaca buruk dan mati lampu, kurangnya 

pelatihan penanganan masalah jaringan kepada aparatur 

kelurahan, beberapa fasilitas pada dalam perangkat lunak 

yang masih belum biasa dipergunakan, dan kurangnya 

pemahaman warga perihal pemanfaatan gadget. 

Permasalahan jaringan yang kurang mendukung 

sehingga memperlambat proses kinerja aparatur Kelurahan. 

Mungkin mampu diatasi menggunakan penggunaan 

provider jaringan yang mendukung pada daerah tadi, 

sehingga penggunaan aplikasi masih dapat berlangsung saat 

cuaca buruk maupun sedang matilampu sekalipun. Beberapa 

fasilitas pada layanan software tersebut segera diperbaiki 

agar memudahkan penggunanya. 
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